LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 10

TAHUN 1995 SERI : D NO : 8B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11  TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKQN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPART1 KEPALA DAERAH FINGAAT I1 BANYUMAS

Menimbang

Fahwa dalam rangka pelaksanaan otono-

mi yang nyata, dinamis dan bertang-
G“Ng Jjawab dengan titik berat di
Daerah Tingkat L1 berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995, telah diserahkan sebagian
urusan pemerintahan di bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil kepada
Dazerah Tingkat 1II sebagali Urusan

Rumah Tangga Daerah ;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut,

untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan secara
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Dalam Peraturan Daerah ini Yy

ae.

‘

PERATURAN  DAERAH  KABUPATE,

TINGKAT II BANYUMAS TENTaNg o D
NISASI E
KAN, ORGA DAN TATAKERJA"BENT:E

K T 1 otp1y Dy
PATEN DAE AT 1 Banyyn, M

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ang dimaksud dengan ,

Daerah adalabh Kabupaten Daerah Tingkat II Bany,

mas;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatg,

Daerah Tingkat II Banyumas;
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerg

Tingkat II Banyumas;
Dewar Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Banyumas;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah
Tingkat I1 Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan 02
Catatan Sipil Kabupaten Daerah  Tingkat i

Banyumas;

‘Jabatan Fungsional adalah keduduken yang ®em%

dan he
satud”

dida
terten”

lukkan tugas, tanggung jawab, wewenang

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

::E?nzfa51 yang dalam pelaksanaan tugasny?@
Tran:pada keahlian dan atau keterampilan

'tuwserta.bersifat mandiri.
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BAB 1

- PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan  Peraturan Daerah  ini  dibentuk Dinas
Kependudukan dan Catatan Sip11l.
BAB 111}

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksana Pemerintah Daerah yang 7 dibentuk
berdasarkan Penyerahan urusan lebih lanjut kepada

Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di
bidang kependudukan dan Catatan Sipil

(2) Dinas Kependudukan 'danICatatan Sipil dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas Yang berada dibawah

dan bertanggung Jawab kepada Bupati Kepala
Daerah.

Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas
Pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga. Daerah dalam
bidang Kependudukan dan Catatan Sipil vyang menjadi
tanggung jawabnya meliputi bidang penyelenggaraan
Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Nomor
Penduduk (NOPEN), ' pencatatan mutasi penduduk dan
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penerbitan kartu
pitan Akta Kelahiran,
n Akta Pengakuan dan Pen

perkaW1nan’ t Kematian, penyuluban dgpn
. B s . # i ug
diberikan ole emerintan ag

Anak;
han yang Tlngkat I Jawa Tengah. qy

japoran n pener
tatan ipa
encsa ; Kutip

pasal 9

akan tugas pokok SEbagaiman
qQ

enyelenggar T
Un tuk m .m Pasal 4 peraturan Daerah ini, Dinas

: dal ; i
dﬂmmzzgukan dan Catatan Sipil mempunyali fungsi ,
Kepen

enyelenggaraan pendaftaran pgnduduk warqa Negar,
3w %nmmesia dan Warga Negara Asing, penerbitan Karty
Kartu Keluarga, Nomer Pe”dUUUdUk

Tanda Penduduk, :
(NOPEN) , mencatat perubahan atas mutasi  pendugyy

dan laporan data kependudukan serta melakukan

penyuluhan j .
dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ;

b. pencatatan .

c. pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan ;

d. pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian ;

e. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan
dan Pengesahan Anak j

f. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ;

g. penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta

Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan

-Pengesahan Anak serta Akta Kematian ;
melakukan kegiatan penyuluhan catatan Sipil ;

i. melakukan urusan Tata Usaha .

BAB IV

ORGANISASI

o
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L3N]

N

€. Seksi Pelayanan .

- Sub Seksi Kslzrhirznm 3

Sub Ssksi Perkawinan dan Fercerzian
Sub Seksji Kematian,
Erak -

b

Perigakuan dan Pengesahan

o .
8. Sevz: Data dan Lapcrzn

~ Sub Seksi Pernyimpanan -
~ Sub Seksi Perubahan -

2
~ Sub Seksi Penyuluhan dan Evalus

si 3
- Sexsi Pelayanan Administrasi Kependudukan :
~ Sub Seksi Pendaftaran Penduduk :

b

~ Sub Seksi Penerbitan Administrasi Kependudu-
kan ;

-~ Sub 5eksi M.tasi Perncuduk :

et 3

f. VYelompok Jabatan Fungsional.

Gub Bagisn Tat> Uszhz dipimpin oleh seorang
“epala Sub Baciar Tata Usaha dan Seksi dipimpin
9leh seorang Kepala 5Seksi  yang masing-masing
berada dibawan dan bertanggung jawab kepada

VG-";‘JJ: la Dinas .
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n Fungsional dipimpin g)gp -

Kelompok Jabata Qorg

L i ng paling senj
a Fungsional va =Nior o Ny
;::jg Kelompok dan bertanggung jawap ::agai
Kepala Dinas. peda
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksyg .
pasal & ayat (1) Peraturan Daerah ini, dl:imn
lebih lanjut dengan Kepqtusan Bupati Epa?r
3

Daerah.

(2) Bagan Organisési Dinas Kependudukan dan Catata
Sipil tercantum dalam Lampiran vyang lmGPUpak n
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah in?n

BAB V
TATAKERJA

Pasal 8

Tatakerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Jenjamg jabatan dan: kepangkatan serta susunan kepe—.;

Gawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur

sesuai dengan ketentuan Perat
uran P =
yang berlaku. erundang-undangan

|
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
san Bupati Kepala Daerah Tingkat I1 Banyumas Nomor
061.1/687/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Pembentu-

k?”f Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan semua

geﬁenFuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

maka Keputu-

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pPengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,
Cap. ttd Cap. ttd.
H. WARSONO H.DJOKO SUDANTOKO

R
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paerah ini telah disa:ka?indinian Surat
a

peraturan L kepala Daera s g/z I Jaw,

Keputusan ; 10 Juld 1995 Nomor : 188. 18A/ 1995

Tengah tangga

. kan dalam Lembaran paerah Kabupaten Daergy,
Dunf:ig {1 Banyumas Nomor 8 tanggal 28 Juli 1995
Ting
Seri D

Sekretaris U\h’.layahlx),g,e,.ah
Cap-. ttd.

Dre. S OEDIMAN

—

Pembina
Nip. : 3500 034 842

c:\sjdi\dudukll

10
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PENJELAa S AN
ATAS
PERATURAN DAERGH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG

KAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya Susunan’ Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Catatan Sipil . di Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas diatur dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat 1II Banyumas Nomor :
061.1/687/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Pem-
bentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyu-
mas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam)
Daerah Tingkat 11 Percontohan, dipandang perlu
mengatur kembali pembentukan Organisasi dan Tata-
kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan
Peraturan Daerah.

Adapun urusan-urusan yang diseraihikan adalah
sebagai berikut : : _
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk baik baik

WNI maupun WNA ;
b. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK) ;
€. Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
d. Menerbitkan Nomor Pokok Penduduk (Nopen) ;

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

II.

e. :
mati,

t lap
§. Membus
tingkat Desé
disampaikan
MelakUkan pen

t pe
MenCataingah dan da

rub

oran—lapofan
sampal

yuluhan j

ke pusat/De

tang)

data kependudukan
tingkat Propinsij
par temen Dalam NEQEri

bitan kutipan akta

si penduduk (lahi
) r
3

Untuk

kelah;_

g. pencatatan dan pener
n ; 2 ik

i oncatatan dan penerbitan kutipan akta perkg,,;_
an j : : 4

j genc;tatan dan penerbitan kutipan ak s
erceralian ; : P

k gencatatan” dan pgnerbltan kutipan akta Penga-
kuan dan pengesahan anak .

1. Pencatatan dan penerbitan kutipan aktea kema-
tian 3 ) .

m. Penyampaian dan pemeliharaan akta gelahiran’
akta perkawinan, akta perkawinan, aktg
perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak

serta akta kematian ;

n. Melakukan kegiatan penyuluhan Catatan Sipil .
Melakukan -urusan tata usaha.

0.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal 10
Pasal 11

S ONCUDWN -

ayat (1) dan (2)

ayat (1) s/d (3)
ayat (1) dan (2)

Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.

jelas,.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

‘Jeias.

jelas.

X o'
KKK KOk % X % C:\SJdl\penjall HOK KK KKK KK o K
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CRNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1

cEpPUTUSAN BUEET fon TENGAH

NOMOR 188.3/218A/1995

TENTANG

H KABUPATEN DAERAH  TINGKaT

TAHUN 1995, 8 TAHUN 1995, 4
4 ggNigggS 12022§u; 1995, 13 TAHUN 1995, 14  TaAHup
I?:? 15 TAHUN 1995, 16 TAHUN 1995, 17 TAHUN 1995, 1g
TAHUN 1995, 19 TAHUN 1995, 50 TAHUN 1995, 21  TAHUN
1995, 22 TAHUN 1995, 23 TAHUN 1995, 25 TAHUN 1995, 24
TAHUN 1995, 27 TAHUN 1995, 28 TAHUN 1995, 29 TAHUN

1995, 30 TAHUN 1995 DAN 31 TAHUN 199S.

PENGESAHAN PERATURAN' DRERA

SUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas tanggal 20 Maret 1995 Nomor :-

188.3/1036/1995 perihal Permohonan
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas ;

Membaca ':: a.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun
1995, 8 Tahun 1995, 11 Tahun 1995, 12
Tahun 1995, 13 Tahun 1995, 14 Tahun
1995, 15 Tahun 1995 ; Nomor 16 Tahun
1995, 17 Tahun 1995, 18 Tahun 1995, 19

~ Tahun 1995, 20'Tahun 1995, 21 Tahun
- 1995, 22 Tahun 1995, Nomor 23 Tahun
1995, 25 Tahun 1995, 26 Tahun 1995, 27
Tahun 1995, 28 Tahun 1995, 29 Tahun
1995, 30 Tahun 1995 dan 31 Tahun 1995
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Menihbang

Mengingat

Tingkat II Banyumas

1.

beratan untuk mengesah-—

Daerah Kabupaten Daerah

dimaksud 3

Peraturan

U”dang-undang Nomor

tentang Pembentukan
Tengah $

10 Tahun 1950
Propinsi Jawa

Undang-undang. Nomor S Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 3037)

-

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Pertanian kepada Pro-
pinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor

51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 121) 3

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun

1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat

dalam Lapangan Kehewanan kepada Pro-
pinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 122) ;
Pératuran  Pemerintah Nomor 34 Tahun

1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
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dalam Lapangan Perikanan Darat kepadg
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Repub g
Indonesia Nomor 123) ;

pPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan PE”YErahan'
Sebagian dari pada Urusan Pemerintap
Pusat dalam Lapangan Pe”didikan’
Pengajaran dan Kebudayaan kepada
Propinsi (Lembaran Negara Republ ;
Indonesia Tahun 1931 Nomor 110, Tap-
bahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 173) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Sosial kepada
Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1932 Nomor 73, Tam-

" bahan Lembaran Negara Republik Indone-

sia Nomor 303) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1975 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Pusat di Bidang
Perkebunan Besar kepada Daerah
Tingkat I (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tam-
bahan Lembaran. Negara Republik Indone-
sia Nomor 3060) ; |
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
e tentang Penyerahan Sebagian
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10.

11.

13.

Ufuéan Pemerintah dalam Bidang
Flwilisataan kepada
(Lembaran

Kepa-
Daerah Tingkat I
Takth YN Negara Republik Indonesia
Y Nowor 34, Tambahan Lembaran

€gara Republik Indonesia Nomor 3144);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1986 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Pertam-
bangan kepada Daerah Tingkat 1
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3340) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemeiintah Dalam Bidang Kese-
hatan kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987

Nomor 9, -Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3347) ;

3
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Peker-—

jaean Umum kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3333) j
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
(Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1990 Ndmpr 26, Tambahan Fembaran
Negara Republik Indonesia Nomor_3410);

i4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
: 1995' tentang Penyerahan SEbagian
.Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua
 pu1Qh enam) Daerah Tingkat II Percgn.
tohan (Lembaran Negara Republik Ingg-
nesia 'Tahun 1995 Nomor 18,  Tambahap

Lembaran Negara Republik Indonesjs

Nomor 3590) ;

Keputusén.~Menteri Dalam'Negeri Nomor
23 Tahun 1989 tentang Pedoman Orga-
nisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan‘

Daerah Tingkat II ; '

15.

16,-Kepu;usan MenterinDalam.Negeril Nomof-
39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orga- -
nisasi Dinas Daerah ;3

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 1993 tentang Pedoman Drga—
nisasi Dinas Daerah pada Daerah Ting-
kat 11 Percontohan ; i

18. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyera-
han sebagian dari urusannya dalah
lépangan Perikanan Darat kepada Daerah
Tingkat 1II (Lembaran Dasral Propinsi
Daerah 'Tingkat I Jawa
‘ | Tengah T
1963 Nomor 1) ; : e

194 Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal - " 19 | Juld.. 1941 tentang
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20 5

'.Pendldlkan dan

21.

22.

Penyerahan sebagian

gélam lapangan kehewanan kepada Daerah
ingkat 1] (Lembaran Daerah Preosinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun
1962 Nomor 37) |

dari urusannya

Peraturanv Daerah

Prop1n51 Daeran
Tlngkat

I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan . Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah dalam Lapangan
Kebudayaan kepada
Daerah Tlngkat II (Lembaran Daerah

Prop1n51 Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun 1990 Nomor 37) ;

H
Peraturan Daerah Prop1n51 Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
1992 tentang Penyerahan  Sebagian

Urusan Pemerii..ah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perta-
nian Tanaman Pangan kepada Daerah

"Tingkat 11 (Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun

1993 Nomor 11);

Peraturan Daerah  Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

- 1992 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Per-
kebunan kepada Daerah Tingkat 11
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor
3);

&
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Daerah Propinsi Daerah'
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

{995 tentang Penyerahan  Sebag,
Pemerintah Propinsi DQEFah

23. Peraturan

Urusan : .
Tingkat I Jawsa Tengah Di Bidang i
Lintas dan Angkutan Jalan, Pekeriaan

Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bing

pekerjaan Umum Cipta Kary,
Pertambangan, Tenaga&KerJa? dan PEnami
bahan Penyerahan Sebaglan. Urusan
Pemerintah di Bidang KeParl”iSataan

kepadé- pDaerah Tingkat Il (L9mbaran

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I g,

Tengah Tahun 1995 Nomor 4)

Marga,

MEMUTUSKAN

Mengesahkén Pefétufan‘Paerah Kabupaten
Daerah Tingkat II . Banyumas sebagaj

berikut :

Menetapkan :

1. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pemben-

tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pembangunan Desa, dengan
perubahan  sebagaimana - dimaksud

dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Nomor 8 Tahun 1995 téntang Pemben-

tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pertambangan, dehgan peruba-

han sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II Keputusan ini. |

3. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pemben-

tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Kependudukan, . dengan
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Derubahan sebagaimana dlmaksud

dalam Lamplran Il Keputusan ini.

Nomor 17 TahUn 1995 tentang Pemben-
tggan, Organisasi dan Tatakerja
DlnanTanaman,Pangan dan Hortikul-
tura, dengan perubahan sebagaimana

dlmaksud dalam Lampiran IV Keputu-
san ini,

Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pemben- _
tukan, 0Organisasi dan ~ Tatakerja
Dinas Perkebunan , dengan perubahan

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Vv Keputusan ini.

. Nomor 14 Tahun 1995. tentang Pemben-

tukan, Crgcenisasi dan Tatakerja
Dinas Perhutanan dan Konservasi
Tanah, dengan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran VI Kepu-
tusan ini.

Nomor 135 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan -
Jalan, dengan perubahan sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran VII Kepu-
tusan ini.

Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pemben-

tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengu-=

saha Kecil, dengan perubahan seba-
gaimana dimaksud dalam Lampiran

VIII Keputusan ini.
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10.

11.

12,

13,

14,

~ 17 Tahun 1993 tentang Pemben\

£ Organisasi dan Tatakerje
Bgi:Z,Perdaganga”’ cengan pe"'ubahan
sebagaimansa d%méksud dalam Lampiran
IX Keputusan 1nl.

Nomor 18 Tahun 19?5 tentang PEmben\
tukan, Organisasi dan. TatakErja
Dinas Pekerjaan Umum C%pta Karya,
dengan perubahan sebagaimana dimag..

sud dalam Lampiran X Keputusan oy

Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemben~

tukan, Organisasi dan TatakErja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,
dengan perubahan sebagaimana dimak-

'sud dalam Lampiran XI Keputusan

ini.

Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan,

dengan perubahan sebagaimana dimak-

sud dalam Lampiran XII Keputusan

ini.

Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pemben-

tukan, Organisasi dan Tatakerja

Dipas Perindustrian, dengan peru-

bahan sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran X111 Keputusan atha,

Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi gan Tatakerja

Dinas Tenaga Kerja, dengan peruba-
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15,

16.

L7 s

18.

19

20.

han sebagaimana dimaksud dalamf'
Lampiran XIV Keputusan ini.

Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pemben-—
tgkan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Sosial, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XV Keputusan ini.

Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pem-—
bentukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XVI Keputusan ini.

Nomor 26 Tahun 1995 tentang 0Orga-

nisasi dan Tatakerja Dinas Peri-—
kanan, dengarn perubahan sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran XVII Kepu-
tusan ini.

Nomor 27 Tahun 1995 tentang 0Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Peterna-
kan, dengan perubahan sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran XVIII
Keputusan ini.

Nomor 28 Tahun 1995 tentang Orga-
nisasi dan Tatakeria Dinas Penda-
patan Daerah, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampitran
XIX Keputusan ini.

Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
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21. Nomor

22.

Kesehatan, dengan per”bahaﬁ.

Dinas o b Halam, Lamis
sebagaimansa dimaksu MPirap

XX Keputusan ini.

30 Tahun 1995 tentang opg,
nisasi dan Tatakerja Dinas Parj,;_
dengan perubahan SEbagaimane

sata, .
dimaksud dalam Lampiran XXI kg,

tusan ini.

Nomor 31. Tahun 1995 tentang pg,_
bentukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan perubahan sebagaimana dimgy-
sud dalam Lampiran XXII Keputusan

ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Juli 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH,
Bidang I,

cap.  ttd.

Drs. HARTONO

Salinan : Keputusan ini disahpaikan
kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta 3

2. Dirjen PUOD Pada Departemen
di Jakarta, dengan disertai 1
Peraturan Daerah -

Dalam Negeri

(satu) lembar
8

i,
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Banyumas di Purwokerto

5. Pembantu Gubernur Ja
wa Tengah i
Aty Wi 2 g untuk Wilayah
" 3

6. Kepala B%FO Hukum pada Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

P Képala Biro Organisasi pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

g. K?pala Biro Otonomi Daerah pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

a:\kepgub
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LAMPI . '
RAN 111, KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

DAERAH ' TINGKAT" 1 - Jaws |
TENGAH

NOMOR : 188.3/218A/1995.
TANGGAL 10 Juli 1995

PERUBAHAN ~ ATAS  PERATURAN DAERAH
TINGKAT 11 - BANYUMAS NOMOR 11
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAK
DUKAN .

m———

KABUPATEN DAERAH.
TAHUN 1995 TENTANG
ERJA DINAS KEPENDU-

i. "Judul.) Peraturan‘Daerah dan diktum
-diubah dan dibaca_sebagai
“PEMBENTUKAN, ORGANISASI

"Menetapkan"
berikut g
DAN TATAKERJA  DINAS

KEPENDUDUKAN . DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN . DAERAH
TINGKAT I1 BANYUMAS" . ' . 2DR

2. Konsiderans "Menimbang" huruf 4 perkataan
"Peraturan Pemerintah Nomor ... Tabhum 1995" diubah
dan dibaca "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995"., 4

- 3. Dasar Hukum "Mengingat" : )

a. Nomor 3, perkataan "tahun” diubah dan dibaca

" "Tahun"

b." Nomor 5 diubah dan dibaca sebagai berikut

"S. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah
Tingkat 1II Percontohan (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3590) ;"
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4.

satu dasar hukum baru yaitu NOmg,.

1 kan i :
b. Ditambah iy berikut @

10 yang berbuny

. pDalam Negeri Nomor 4q
" n Menterl ' ' :
o ieﬁzzui:95 tentang Pedoman Organisasi pjn,
a

Daerah pada Dinas Daerah Tingkat II Percg,_

i

tohan 3

Semua perkataan "Dinas Kependudukan diubah dan

dibaca "Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilr",

Pasal 1 huruf "g dan h" dihapus, EPPSITS urut
"i" (lama) diubah dan dibaca huruf "g" (baru).
Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyaj
tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga
Daerah dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipjj
yang menjadi tanggung Jjawabnya meliputi bidaﬁg
penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing, penerbitan Karty
Tanda Penduduk, Nomor Penduduk (NOPEN), pencatatan
mutasi penduduk dan laporan data penduduk, pener-
bitan kartu keluarga, pencatatan dan penerbitan
Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan
Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Kutipan Akta
Kematian, penyuluhan dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Tingkat I Jawa Tengah'.
Pasal 5 diubah dan dibaca éebagai beriloa+

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokaok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas
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- Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi
i
_ Negara Indonesia dan
' penerbltan Kartu Tanda Penduduk,

Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai
~kut @

.’pencatatan dan penerbltan kutlpan Akta
ran 3

‘penyimpanan dan pemeliharaan Akta

penyelenggaraan = pendaftaran . penduduk Warga\

Warga 'Negara Asing,

Kartu Keluar-.
na, Nomer Pendududuk {NOPEN), mencatat peruba-

han atas mutasi penduduk dan laporan data
pependudukan serta melakukan penyuluhan

]

Kelahi—

pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan

pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian
pencatatan

dan penerbitan kutlpan Akta Penga—i

kuan - dan Pengesahan Anak ;

penca;atan ﬂan.penerbltan Akta Kematian j

Kelahiran,
Akta Perceraiai, Akta Penga-
kuan dan Pengesahan Anak serta Akta Kematian ;

b
melakukan kegiatan penyuluhan catatan Slpll s
melakukan urusan Tata Usaha

Akta ‘Perkawinan,

beri-

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil terdiri dari
a. Kepala Dinas j

3

b. .Sub Bagian Tata Usaha
- Urusan Surat Menyurat
- Urusan Keuangan ;

- Urusan. Umum j

c. Seksi Pelayanan :

— Sub Seksi Kelahiran ;

- Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
- Sub Seksi Kematian, Pengakuan dan Penge-

sahan Anak
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4. Seksi Data dan Laporan :
- Sub Seksi Penyimpanan j

1 bahan ;3
- Sub Seksi Peru .
- Sub Seksi penyuluhan dan Evaluasi ;

e. Seksi Pelayanan Administrasi Kependumh

kan
- Sub Seksi pendaftaran Penduduk ;

- Sub Seksi penerbitan Administrasi Kepe,.

dudukan j
- Sub Seksi Mutasi Penduduk 3

f. Kelompok Jabatan Fungsional .

Pasal & ayat "(3) dan (4)" dihapus, selanjutnya
ayat "(5)" lama diubah menjadi ayat (3) (baru).

Pasal 7 :
a. Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
" Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal & ayat (1) Peraturan Daerah
ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah."

b. Ayat (2), perkataan "Bagan Susunan"” diubah dan
dibaca "Bagap". '

Agar ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang
terdiri dari Penjelasan Umum dan Penjelasan
Pasal demi Pasal.

Lampiran Bagan' Organisasi Dinas Kependudukan,
agar supaya disesuaikan dengan Bagan Organisasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah
Tingkat Il Percontohan sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran XIV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
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